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SALINAN

BUPATI SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO
NOMOR 6t TAHUN 2010

TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITTUBONDO,

bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan
kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan
fimgsi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo;

bahwa guna maksud sebagaimana horuf a konsideranr ini, Peraturan
Bupati Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai
lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;

bahwa guna maksud sebagaimana humf a dan b konsideran ini, periu
mengatur Uratan Fugas dan Fungsi Kantor Pelayaoan Perijinen Terpadu
Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peratoran
Bupati.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran

indomesia Tabwn 1950 Nomeor 19, Tambalen
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 9) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabom 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana tclah divbah dengan Undang-Umdang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890) ;

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taben 2003 Nomer 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4286) ;
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Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik Indonesxa Tahm
2004 Nomor 53 Ta moanan et Tndonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunsn
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

‘104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

Undang-Undang Nomor 32 Talmn 2004 tentang Pemerin

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahim 2008 Neomor 39, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

‘Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republ}k ana:n

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu 1972
Nomor 38);

Peratiran Pemerintah Nomor 100 Tabun 2000 tcntang Pe O ANTK tar
Pegawai Negeri Sipil Dalan Jabatan Struktvral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peratoran Pemerintah Nomor 13 Taln 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintsh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemermtahan Antara Pemerimtah, Pemerintahanr Daeralr Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabwm 2007 Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
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Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 fentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah ;

Peraturan Menteri Dalasn Negeri Nomor 15 Tabun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

PexahmMmﬁmDalamNcgmNommBTahmZthﬁangPedmnan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Neomor 20 Taben 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu
di Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tabun 2008 Nomer 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tabun 2008
Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR PELAYANAN PERMINAN TERPADU KABUPATEN
SITUBONDO

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adajah Kabupaten Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Dewan Perwakilan Rakyat Ducrah yang selamjummya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyazt Pacrah Kabupaten Slwhonda

pemenntahan daerah dan DPRD menurut asas otononn dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerab adalah Bm dan perangkat
penyelenggara pemerintaban daerah. _
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
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7. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya discbut Kantor
adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.

8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Sttubondo.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu.

(2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Kantor yang
berada di bawah dan berianppong jaweb kepada Bupati melalud
Sekretaris Daerah.

(3) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalem melaksanakan -
bidang teknis administratif dibina dan dlkoordmzmkan oleh Sekretaris
Daerah.

Pasal 3

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas memba
dalam mefaksanakan kewenangan di bidang pelayanan perijinan terpadu

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor

Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

a.  permmusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijina terpadty;

b.  penyusunan program di bidang pelayanan perijinan terpadu;

¢.  penyelenggara pelayanan administrasi perijinan;

d pemm]ang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan
perijinan terpadu;

e. pelaksanaan kerja sama antar dacrah dan lembaga lain di bidang
pelayanan perijinan terpadu;

f  pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang
pelayanan perijinan terpadu;

nengkoordinasian tim teknis yang terdiri dari umsur-unser perangiat
daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan;

h. pengelolaan urusan ketatausahaan;

i  pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

j.  pelaksanaan tagas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB 11k
ORGANISASI
Pasal §
Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b.  Sub Bagian Tata Usaha ;



¢.  Seksi Perijinan Jasa Usaha ;

d.  Seksi Perijinan Tertentu ;

e.  Seksi Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan ;
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi
dipimpin oleh Kepala Seksi yang masing-masing berada &i bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
KEPALA KANTOR
Pasal 7
Kepala Kantor mempunyai tigas memimpin, melakukan koordinasi dan
pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan perijinan
terpadu.
Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor
memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi
dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian
Tata Usaha menyeclenggarakar fungsi :

a.  pengkoodinasian penyusunan rencana kerja Kantor;

b. pengoordinasian, penyelenggaraan, urusan rumah tangga, petlengkapan,

surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan
Kantor;

pelaksanaan urusan bina program;

pelaksanan kegiatan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
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Bagian Ketiga
SEKSI PERLIINAN JASA USAHA
Pasal 10
Seksi Perijinan Jasa Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam

meiaksanakan tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di bidang perijinan
jasa usaha.




Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi

Perijinan Jasa Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perijinan Jasa Usaha berdasarkan
kebijakan di bidang perijinan jasa usaha;

b.  pelaksanaan pelayanan administrasi serta proses perijinan yang sesuai
standar pelayanan;

c. penyiapan pelaksanaan koordmam tim teknis yang terdiri dari pejabat
SatuanKeanemngkatDaerahterkmtyangmempmymkopetens;dm

d.  pengoordinasi pelaksanaan urusan pendataan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan perijinan yang telah diterbitkan;

¢. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di Scksi perifinan jasa usaha, serta mencari alternatif pemecahannya;

f. pt:ng\mqmiaﬁ sarap dan pertimbangan dart Tin Teknis w bahan
rekomendasi mengenai diterima atan ditolaknya suatn permohonan
perijinan;

g. pelaksanaan pengawasan terhadap ijin vang telah diterbitkan dan
pengendalian pemasangan serta penyebaran reklame;

h. pelaksanan kegiatan ketatausahaan:

i.  pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

j- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan ol¢h Kepala K.antor

Bagian Keempat
SEKSI PERMINAN TERTENTU
Pasal 12

Seksi Perijinan Tertenty mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam
melaksanakan togas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu di bidang perijinan
tertentu.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi

Perijinan tertenttu menyelenggarakan fangsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perijinan Terteitu berdasarkan
kebijakan di bidang perijinan tertentu;

b. pelaksanaan pelayanan adminisirasi serta proses perijinan yang sesuai
standar pelayanan;

c.  penyiapan pelaksanaan koordinasi Tim Teknis yang terdiri dari pejabat
Saiua;nKeanemngkmDaerahterkanymgmempxmymkdm

d. pengoordinasian pelaksanaan urusan pendataan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan perijinan yang telah diterbitkan;

€.  pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan
di Seksi Perijinan Tertentu, serta mencari alternatif pemecahannya;

f pengumm satan dap s.qfima:-:.-a_e n dark Tim: Tﬁhﬁﬁs@m bahan
rekomendasi mengenai diterima atau d:ltolaknya suatu permohonan
petijinan;
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pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

SEKSI INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PENGADUAN
' Pasal 14

Seksi Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan mempunyai tugas membantu
Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu di bidang informasi, dokementasi dan pengaduan:

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi

Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

a.  penyusunan rencana kerja Seksi Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan

. sesuai kebijakan Kantor;

b. pengumpulan dan pengelolaan data tentang pemberian perijinan yang
telah diterbitkan;

c. penyclenggaraan pelayanan informasi perijinan, pengaduan dan

d. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan Informasi perijinan, pengaduan
dan klarifikasi perijinan;

e. penympanbahandalamrangkapelaksanaanpenyuhzhandlbldmg
perijinan; |
dan pelaporan perijinan;

g penyusunan laporan hasil kegiatan perijinan;

h.  pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

i.  pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

j-  pelaksanaan tugas kedinasan fain yang diberikan ofeh Kepafa Kantor.

BABYV
TIM TEKNIS
Pasal 16

(1) Guna menunjang kelancaran pelayanan perijinan dapat dibentuk Tim
Teknis yang bertugas melakukan verifikasi terhadap setiap permohonan
perijinan.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat
Satuan Kerja Perangkat Dacrab terkait yang mempunyai kompetensi dan
kemampuan sesuai dengan bidangnya, yang bertanggung jawab kepada
Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang membidangi.

(3)

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimal pada agat (D)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB V1

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Denganberlakunya?erat&mﬂtmaﬁini,makaPefﬁmBupm’Situbm
Nomor 59 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor

Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Pemun‘anqumﬁinidenganpmempatannyadalamBeﬁmeahKabupaten

Situbondo.
Diundangkan di Situbondo - |
pada tanggal 120 MAY 2010 50k sesuai dengan Aslinya,
Pk. SEKRETARIS DAERAH %’(\;f\f ABAGIAN HUKUM
/& / AN
(& / i
] ee e \
mn ileET
~SEIL
- il Pﬁﬁbina (IV/a)
Pembina Utama Muda U RO831221 200604 2 009
NIF. 19570104 198343 1010

BERITA DAFERAH KABUPATEN STTUBONDO TAHUN 2016 NOMOR b1




